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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara yang menganut Negara hukum modern
yang relijius (religious welfare state). Oleh karenanya pemerintah
mempunyai tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai
lapangan (bestuurzorg) dengan konsekuensinya pemberian kemerdekaan
kepada penyelenggara negara dalam menjalankannya. Dalam rangka
bestuurzorg ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya
sendiri untuk turut serta dalam mengatur kehidupan sosial rakyatnya.
Dalam perkembangannya, peran Negara pada abad ini berbeda dengan
peran Negara pada abad-abad sebelumnya dimana Negara hanya
berperan sebagai Negara penjaga malam (nachwachterstataat)1.
Tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik
termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang
menegaskan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Selain dalam pembukaan, tanggung jawab negara
dalam pelayanan publik juga diatur dalam batang tubuh, yakni dalam
1 Arief Hidayat, “Pancasila sebagai kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum
Nasional”, disajikan dalam seminar Nasional Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan
dalam RUU Tenaga Kesehatan, Semarang, 2013, hal 15.
2Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum
yang layak”.
Amanat kedua ketentuan tersebut yang dimuat dalam konstitusi
sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) mengandung makna
bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara
melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya
penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan
dasar dan hak sipil setiap warga Negara sebagaimana tertuang dalam
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. "Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pasal 34 ayat (4) UUD NRI 1945 ditegaskan pula, “ketentuan lebih
lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang”. Oleh karenanya
konkritisasi ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD
NRI 1945 adalah adanya undang-undang di bidang kesehatan yang
menjamin terpenuhinya kebutuhan warga Negara masyarakat akan
jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Namun proses konkritisasi
tersebut di atas harus juga memperhatikan azas-azas dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan terutama keadilan dan
kepastian hukum agar pelayanan kesehatan dapat berkualitas dan
bermanfaat yang bagi semua pihak.
3Pengaturan pelayanan kesehatan secara umum telah pula
dikonkritisasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang merupakan
pengaturan sistem kesehatan yang terdiri dari berbagai aspek pelayanan
kesehatan sebagai subsistemnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan
juga sangat tergantung pada kualitas tenaga kesehatan sebagai pemberi
pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.
Oleh karenanya pengaturan tenaga kesehatan sebagai unsur penting
pelayanan kesehatan harus dapat menjamin pemberdayaan tenaga
kesehatan.
Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya
tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional
sebagaimana diamanatkat oleh konstitusi. Selaku komponen utama
pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung
jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan
kesehatan. Pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan,
peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan
baik, seimbang, teratur, terjaga mutunya, dan terlindungi baik bagi tenaga
kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan
kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.
4Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan jo Pasal 1 angka 1 Undang.Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut
UU Tenaga Kesehatan) mendefinisikan ;
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.
Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi  pengertian tenaga
kesahatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal
maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang
bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajad
kesehatan masyarakat.2
Pengaturan tanaga kesehatan yang lebih lengkap saat ini diatur
dalam UU Tenaga Kesehatan yang mengelompokkan tenaga kesehatan
menjadi tiga belas jenis yaitu: tenaga medis, tenaga psikologi klinis,
tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga
kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga
keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika,
tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Pengaturan
tenaga kesehatan pada UU Tenaga Kesehatan tersebut belum secara
rinci dan spesifik untuk masing-masing tenaga kesehatan, sebagaimana
yang tercantum pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan yang
2 Anna Kurniati dan Ferry Efendi, Kajian SDM Kesehatan di Indonesia, Salemba
Medika, Jakarta, 2012 hal 3
5berbunyi “Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-
Undang.” Rumusan norma tersebut di atas menunjukkan adanya delegasi
pengaturan tenaga kesehatan yang perlu diatur dengan undang-undang,
meskipun hanya terdiri dari 8 (delapan) kata, jelas sekali norma ini
memberikan amanat pengaturan tenaga kesehatan dengan undang-
undang.
Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis. Tenaga
kesehatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik
Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (selanjutnya disebut UU Keperawatan) adalah orang yang
bertugas menangani pasien secara langsung.
Kondisi dalam tiga tahun terakhir ini, pengaturan tenaga kesehatan
diatur melalui menteri kesehatan, dengan cara harmonisasi pengaturan
seluruh tenaga kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kefarmasian
yaitu dengan menerbitkan pengaturan tentang registrasi secara nasional
bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Namun pengaturan tersebut sampai
saat ini masih menimbulkan persoalan karena seringnya berubah.
Pengaturan registrasi tenaga kesehatan dituangkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 161 tahun 2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang kemudian dirubah dengan
PERMENKES Nomor 1796 Tahun 2011 dan yang terakhir dirubah lagi
6dengan dengan PERMENKES Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan. Registrasi Tenaga Kesehatan dilaksanakan secara
nasional dengan mengikutkan berbagai pihak yaitu pemerintah daerah,
Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Institusi pelayanan Kesehatan
dan Organisasi Profesi. Kendala yang dihadapi dari perubahan
PERMENKES adalah tidak konsisten implementasi dan menyebabkan
bingung hingga terhambatnya proses registrasi tenaga kesehatan.
Apabila berlanjut terus dapat berdampak kepada gugatan/tuntutan
kepada tenaga kesehatan bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan pada
pasien/klien akibat tidak ada kepastian hukum. Dampak lain yang akan
terjadi pada pasien adalah masalah keselamatan pasien (patient safety).
World Health Organization (WHO) juga telah menegaskan pentingnya
keselamatan dalam pelayanan kepada pasien: “Safety is a fundamental
principle of patient care and a critical component of quality management.”
(World Alliance for Patient Safety, Forward Programme WHO, 2004)3,
Beberapa fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan
dalam pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia yang berpotensi tidak
menjamin kepastian hukum, maka pengaturan tenaga kesehatan akan
sulit dilakukan secara efektif. Tidak adanya kepastian hukum dalam
pengaturan tenaga kesehatan mengakibatkan perlindungan hukum
kepada tenaga kesehatan juga tidak terjamin, pada akhirnya
3 Liam Donaldson Chair, WHO World Alliance for Patient Safety, Forward
Programme, 2006-2007.
7penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di
Indonesia menjadi tidak efektif.
Kepastian hukum bagi tenaga kesehatan juga dipengaruhi
keajegan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mudah
berubah-ubah yang berdampak pada perubahan kebijakan serta sistem
pengaturan tenaga kesehatan yang dimaksud. Pada akhirnya berdampak
pada tidak efektif pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
Undang-Undang adalah satu bentuk Pengaturan yang diprediksi
menjamin keajegan tersebut karena Undang-Undang dibuat biasanya
untuk kurun waktu yang panjang dan tidak dengan mudah untuk dilakukan
perubahan, disamping itu Undang-Undang mempunyai kedudukan dan
kekuatan hukum yang tinggi sehingga mengikat seluruh komponen di
dalam sebuah Negara. Oleh karena itu tenaga Kesehatan seharusnya
diatur dengan Undang-Undang.
Tenaga medis dan tenaga Keperawatan yang telah diatur dengan
Undang-Undang masing-masing, diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum pada pelaksanaan praktik profesinya dalam sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia, namun demikian perlu dipertanyakan adanya
jaminan terjadinya kepastian hukum secara menyeluruh kepada tenaga
medis dan juga keperawatan, juga perlu dipertanyakan kepastian hukum
bagi tenaga kesehatan lainnya selain tenaga medis dan tenaga
keperawatan, yang tidak lebih terjamin karena belum diatur dengan
8undang-undang. Hal tersebut perlu dilakukan telaah atau kajian yang
mendalam.
Pengaturan Tenaga Kesehatan telah pula dilakukan di berbagai
negara, bahwa Undang-Undang bagi tenaga kesehatan yang biasa dalam
bentuk Undang-Undang terdapat dalam Undang-Undang Kedokteran
(Medical Act), Undang-Undang Keperawatan (Nursing Act), Undang-
undanag Kebidanan (Midwife Act), Undang-Undang Kefarmasian
(Farmaciteucal Act) dan untuk tenaga kesehatan lain yang merupakan
kumpulan tenaga kesehatan selain yang tersebut di atas dalam bentuk
Undang-Undang Tenaga kesehatan (Alied Heath Professional Act),
bahkan ada di beberapa negara tenaga kesehatan yang tergolong kecil
proporsinya juga diatur dalam undang-undang tersendiri.4
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,
bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan,
keserasian dan keselarasan. Artinya peraturan perundang-undangan yang
dibuat sebagai bentuk pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia harus
pula memenuhi azas-azas yang dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun
2011 tersebut.
4 Achiryani S Hamid, Studi komparasi berbagai negara tentang nursing act. Disajikan
dalam workshop Nasiona rancangan Undang-Undang Keperawtan PPNI. Jakarta, 2009.
9Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di atas tentang
kepastian hukum pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia yang
berpotensi tidak menjamin adanya kepastian hukum dan akan berdampak
pada implementasinya sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu
penulis tertarik untuk membahas tentang: “Pengaturan tentang Tenaga
Kesehatan dalam Peraturan perundang-undangan dan Azas
Kepastian Hukum”
B. Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi tentang penelitian hukum normatif terhadap
Peraturan perundang undangan yang mengatur tenaga medis, tenaga
keperawatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kebidanan.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan tentang tenaga kesehatan dalam peraturan
perundang-undangan?
2. Bagaimana maksud azas kepastian hukum dalam pengaturan tenaga
kesehatan?
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3. Apakah ketentuan tentang pengaturan tenaga kesehatan dalam




Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan
pengaturan tenaga kesehatan yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan azas kepastian hukum
2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:
a. Mendiskripsikan pengaturan tentang tenaga kesehatan dalam
peraturan perundang-undangan.
b. Mendiskripsikan maksud azas kepastian hukum dalam
pengaturan tenaga kesehatan.
c. Mendeskripsikan ketentuan tentang pengaturan tenaga
kesehatan dalam peraturan perundang-undangan dapat
memenuhi azas kepastian hukum.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Akademis (Keilmuan)
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan. dan
diharapkan dapat menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya.
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau acuan
bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakuan penelitian
dengan topik sejenis.s
2. Manfaat praktis (Aplikatif)
a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait tentang
tenaga kesehatan memiliki peraturan perundang-undangan
tersendiri
b. Memberikan masukan bagi organisasi profesi kesehatan untuk
melakukan advokasi untuk pengaturan tenaga kesehatan yang
menjamin kepastian hukum.
F. Kerangka Pemikiran
Keranga pemikiran penelitia ini meliputi uraian mengenai kerangka
konsep da kerangka teori sebagai berikut:
1. Kerangka Konsep
Penelitian ini melihat hubungan dua variabel yaitu pengaturan
tentang tenaga kesehatan dan azas kepastian hukum. Pengaturan
tentang tenaga kesehatan saat ini diatur pada tingkat peraturan yang
berbeda-beda, yaitu UU Tenaga Kesehatan, UU Praktik Kedokteran
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dan UU Nomor 38 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Kesehatan
(PMK) yakni  PMK No. 148 tahun 2010 dan PMK No. 17 tahun 20013
tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, dan PMK No.2052
Tahun 2012 tentang ijin dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.
Pengaturan Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan Asaz
kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan yang
mempunyai karakteristik: Adanya aspek perlindungan, konsisten dan
taat azas.
Perbedaan tingkat pengaturan tersebut di atas menyebabkan
potensi peraturan yang sering berubah-ubah, multitafsir, tidak sinkron
dan tidak konsisten. Hal ini menyebabkan ketidakajekan dari sistem
pengaturan tenaga kesehatan. Akibatnya tidak menjamin azas
kepastian hukum yang ditandai dengan peraturan yang sering
berubah-ubah, multitafsir, tidak sinkron antar peraturan dan tidak
konsisten.
Kedua variabel di atas yaitu Pengaturan tenaga kesehatan dan
azas kepastian hukum jika dilakukan tidak sesuai dengan tujuan
pengaturan pada Pasal 21 UU Kesehatan maka berpotensi
menimbulkan ketidak adilan bagi tenaga kesehatan dan pelayanan
kesehatan. Berikut kerangka konsep yang disusun didasarkan kepada
teori yang telah dibuat yang dapat tergambar dari skema dibawah ini:
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Gambar 1.1. Kerangka Konsep Penelitian
2. Kerangka Teori
Kerangka teori dijabarkan berasal dari kerangka konsep meliputi
tenaga kesehatan di dalam peraturan perundang-undangan, azas
kepastian hukum, dan pengaturan perundang-undangan.
Pengaturan Tenaga
Kesehatan
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Gambar 1.2. Kerangka Teori
G. Metode Penelitian
Penelitia ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
penelitian hukum normatif berdasarkan pada ilmu tentang kaidah hukum
atau “normwisswn schaft” yang membahas masalah-masalah yang
berkaitan dengan perumusan kaidah hukum. Ilmu tentang kaidah hukum
juga menelaah esensialita dalam kaidah hukum maupun tugas atau
kegunaan daripada kaidah-kaidah hukum tersebut5.
Metode penelitian ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, desain penelitian, variabel dan definisi operasional, jenis data,
metode pengumpulan data, dan metode analisis data .
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 42.
Tenaga Kesehatan
1. Pengertian tenaga kesehatan menurut para ahli
(doktrin)
2. Pengertian tenaga kesehatan (UU No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; UU
No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Pengaturan Tenaga Kesehatan dalam Undang-
Undang
a. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
b. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
c. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;
4. Persyaratan tenaga kesehatan
Azas Hukum
1. Pengertian azas hukum (Sutjipto
Raharjo, 2012)
2. Karakteristik azas hukum
3. Fungsi azas hukum (Sudikno
Mertrokusumo, 2000)
Azas Kepastian Hukum
1. Pengertian kepastian hukum








Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal approach), yang bertujuan
mendiskripsikan pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-
undang dan azas kepastian hukum (penelitian hukum normatif
terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan). Pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal approach)
juga disebut sebagai pendekatan undang-undang (statute approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tujuannya
untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-
undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-
undang6.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis7 yang
bertujuan mendiskripsikan ketentuan hukum normatif terhadap
pengaturan tenaga kesehatan dalam peraturan perundang-
undanganan, berdasarkan: (a) azas kepastian hukum dan (b)
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Edisi Revisi, Kencana,
Jakarta, 2014, hal. 133.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 2012, hal. 101.
16
pengaturan perundang-undangan yang berasal dari dokumentasi
untuk melihat aspek ketentuan hukum yang berlaku.
3. Desain Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif untuk
melihat gambaran hubungan pengaturan tenaga kesehatan di dalam
peraturan perundang-undangan dan azas kepastian hukum.
4. Variabel dan Definisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini adalah kaidah tentang tenaga
kesehatan dan azas kepastian hukum :
Sedangkan Definisi operasional dari variabel tersebut adalah:
a. Tenaga kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan
b. Azas kepastian hukum adalah jaminan yang diberikan oleh otoritas
tertentu terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum, melalui
perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat keterangan-
keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi dan
inkonsistensi), baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak
terdapat pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dapat
diartikan secara berlainan, sehingga subjek hukum akan
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memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa
hukum tertentu.
5. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data
yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka8, terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
dan terdiri dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan; (3) Undang.Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan; (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran; (5) Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (6) Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK); (7)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; (8) Peraturan Pemerintah nomor
51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian; (9) Peraturan
menteri kesehatan nomor 1464 tahun 2010 tentang izin dan
penyelenggaraan praktik bidan
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti: (1) hasil-hasil penelitian; (2) hasil
karya dari kalangan hukum antara lain: UU Tenaga Kesehatan, UU
8 Soerjono Soekanto, Op, Cit, hal. 24-25.
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Keperawatan, Kamus Hukum, Kamus besar bahasa Indonesia dan
lain-lain.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
6. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
hukum normatif adalah studi kepustakaan dengan tujuan untuk
memperoleh data sekunder, jenis data sekunder yang diambil adalah
(1) bersifat pribadi seperti dokumen pribadi dan data pribadi (penelitian
atau hasil karya); (2) bersifat publik seperti data arsip, data resmi
instansi pemerintah dan data lain, misalnya yurisprudensi, dan lain-lain.
7. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian bertujuan
membahas ketentuan hukum normatif terhadap Pengaturan tenaga
kesehatan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis data
penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-
langkah sebagai berikut9:
a. Menarik azas-azas hukum, dilakukannya terhadap hukum positif
tertulis maupun hukum positif tidak tertulis
9 Ibid, hal. 252-265.
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b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan. Hal ini
mungkin dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengatur bidang tertentu, atau beberapa bidang yang saling
berkaitan
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-
undangan. Penelitian ini dapat dilakukan atas dasar paling sedikit
dua titik tolak, yakni taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara
horizontal.
d. Perbandingan hukum
Pada penelitian ini langkah-langkah analisis data adalah sesuai
dengan huruf a dan c yaitu: menarik azas-azas hukum, dilakukannya
terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis, dan
penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-
undangan. Yakni taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
H. Penyajian Tesis
Penyajian tesis yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut
adalah:
BAB I: Pendahuluan: Dalam bab ini berisi tentang latar belakang
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, hipotesa, kerangka pemikiran, metode penelitian dan
penyajian tesis..
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BAB II: Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini berisi tentang pengertian
tenaga kesehatan, pengelompokan tenaga kesehatan, peran tenaga
kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Bab ini juga membahas
mengenai pengertian azas dan keterkaitan dengan azas hukum, fungsi
azas hukum serta azas kepastian hukum, dan juga membahas mengenai
hieraki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari  teori hieraki
peraturan perundang-undangan (stufenbau theory) dan Hieraki Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia.
BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini berisi
tentang jawabab dari permasalahan penelitian yaitu mengenai pengaturan
tentang tenaga kesehatan dalam undang-undang yang terdiri dari hasil
penelitian ketentuan undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan
dan ruang lingkup pengaturan, juga membahas mengenai azas kepastian
hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan yang terdiri dari pengaturan
tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan azas kepastian hukum dan
azas preferensi untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum, dan juga
membahas ketentuan tentang pengaturan tenaga kesehatan dengan
undang-undang dapat memenuhi azas kepastian hukum.
BAB IV: Penutup; dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari
hasil penelitian yang dilakukan.
